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(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 157 K/PDT.SUS-PHI/2018) 

 

Nora Melinda, Herman Fikri, Adi Purnama 
Program Pascasarjana Magister Hukum 

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 

 

Abstrak 

Merujuk pada pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dalam Perkara Nomor 157 

K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang memutus upah proses paling banyak 6 

(enam) bulan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah berkiblat kepada 

Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja 

dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di 

Perusahaan. Akibat hukum pelaksanaan upah proses pasca putusan Mahkamah Kontistusi 

Nomor 37/PUU-IX/2011 dirasakan tidak adil bagi pengusaha. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 itu memastikan tambahan 

beban keuangan bagi perusahaan terutama bila melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) yang menyimpang dengan hukum. Bila dalam praktik peradilan terdapat sikap yang 

berbeda dari para hakim dalam memutus upah proses, kini perbedaan itu telah berakhir 

apabila semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 

tanggal 19 September 2011, putusan itu akan menjadi landasan hakim untuk seragam 

menghukum pengusaha membayar upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai 

putusan berkekuatan hukum tetap.  

 

Kata Kunci : Upah Proses, Mahkamah Konstritusi, Uang Pesangon. 

 

Abstract 

Referring to the legal considerations of the Supreme Court Judge at the Cassation 

Level after the Constitutional Court Decision Number 37 / PUU-IX / 2011 in Case Number 

157 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 dated March 14, 2018 which decided the process fee at most 6 

(six) months in accordance with the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of 

Indonesia is oriented to Kepmenaker Number 150 of 2000 concerning the Termination of 

Employment Termination and Determination of Severance Pay, Tenure Award and 

Compensation in the Company. The legal consequences of the implementation of process 

wages after the decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 are felt to 

be unfair to employers. Decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 

dated September 19, 2011 ensures an additional financial burden for companies, 

especially when terminating work relationships (PHK) that deviates from the law. If in 

judicial practice there is a different attitude from the judges in deciding the process fee, 

now the difference has ended if all parties respect the decision of the Constitutional Court 

Number 37 / PUU-IX / 2011 dated September 19, 2011, that decision will become the basis 

for judges to uniformly punish The employer pays the wages the Termination of 

Employment (PHK) process until the decision has final legal force. 

 

Keywords : Process Wages, Constitutional Court, Severance Pay. 
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A. Latar Belakang 

Praktik hukum ketenagakerjaan 

khususnya dalam hal Perselisihan Pemutu-

san Hubungan Kerja yang saat ini diterap-

kan para praktisi, baik pihak pengusaha, pe-

kerja, pemerintah (mediator) dan hakim da-

lam melakukan penyelesaian perselisihan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), se-

sungguhnya telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dengan cara menem-

puh proses hukum perundingan bipartite, 

perundingan tripartite (mediasi) dan penga-

juan gugatan di Pengadilan Hubungan In-

dustrial (PHI).  

Dalam praktik apabila ditemukan 

bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pe-

kerja/ buruh, maka baik pengusaha dan pe-

kerja/ buruh akan melakukan perundingan 

bipartite. Dalam hal tidak tercapai kesepa-

katan, maka dikeluarkan surat skorsing. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menghindari 

adanya perbuatan berlanjut seperti meng-

hilangkan dokumen atau untuk memberikan 

ruang yang cukup bagi pekerja/buruh dalam 

menjalani proses hukum. Tindakan skorsing 

diperbolehkan oleh undang-undang, asalkan 

tetap membayarkan upah beserta hak-hak 

lain yang biasa diterima oleh pekerja/buruh. 

Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 

155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 ta-

hun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan 

tetapi ketentuan pasal tersebut tidak men-

jelaskan sampai kapan upah beserta hak-

hak lain harus tetap dibayarkan oleh peng-

usaha kepada karyawan yang sedang di-

skorsing. Oleh karena tindakan skorsing 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, merupakan penyi-

mpangan dari ketentuan Pasal 155 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, maka perlu dikaji 

isi ketentuan yang berbunyi, sebagai beri-

kut : “Selama putusan lembaga penyelesai-

an perselisihan hubungan industrial belum 

ditetapkan, baik pengusaha maupun peker-

ja/ buruh harus tetap melaksanakan segala 

kewajibannya.”  

Ketentuan yang berbunyi “selama 

putusan lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial belum ditetapkan” oleh 

para praktisi ditafsirkan sebagai putusan Pe-

ngadilan Hubungan Industrial, sehingga se-

telah majelis hakim membacakan putusan, 

maka hubungan kerja telah berakhir, ter-

masuk hak dan kewajiban dari pengusaha 

dan pekerja/ buruh. Dasar pemikiran terse-

but telah diterapkan dalam praktik hukum 

ketenagakerjaan untuk dasar melakukan 

pembayaran upah skorsing atau sering di-

sebut sebagai “upah proses”, sehingga pe-

ngusaha hanya akan membayarkan upah 

skorsing atau “upah proses” sampai dengan 

putusan Pengadilan Hubungan Industrial. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan telah bebera-

pa kali dimintakan Uji Materi ke Mahka-

mah Konstitusi RI. Salah satu permohonan 

pengujian tersebut adalah pengujian atas 

Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Un-

dang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kete-

nagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut 

“Selama putusan lembaga penyelesaian per-

selisihan hubungan industrial belum dite-

tapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ 

buruh harus tetap melaksanakan segala ke-

wajibannya”.  

Putusan Mahkamah Konstitusi No-

mor : 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 Septem-

ber 2011 yang memutuskan mengenai frase 

“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai belum berkekuatan hukum tetap 

artinya bahwa selama putusan pengadilan 

belum mempunyai kekuatan hukum tetap 

para pihak dalam hubungan industrial (baik 

itu pengusaha maupun pekerja/buruh) harus 

tetap melaksanakan segala kewajibannya 

serta disisi lain para pihak juga harus tetap 

memperoleh hak-haknya selama masih 

berperkara dan menunggu putusan berkeku-

atan hukum tetap. 

Tidak ada penjelasan lebih lanjut 

mengenai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Un-

dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten-
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tang Ketenagakerjaan tersebut baik dalam 

penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Ta-

hun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun 

dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ke-

tenagakerjaan. Hal ini menimbulkan keti-

dakjelasan penafsiran yang membingung-

kan bagi hakim.
1
  

Terjadinya berbeda penafsiran anta-

ra Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah 

Agung mengenai pemberian upah selama 

proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

atau dalam praktik dikenal dengan upah 

proses. Besaran upah proses yang ditafsir-

kan oleh Mahkamah Agung bukanlah sam-

pai suatu putusan berkekuatan hukum tetap 

tetapi hanya sebanyak 6 (enam) bulan saja. 

Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung 

teridentifikasi beberapa dasar hukum yang 

memungkinkan bagi hakim untuk menafsir-

kan ketentuan Pasal 155 ayat (2) tersebut 

berbeda dengan penafsiran Mahkamah 

Konstitusi. Hal ini mengakibatkan ketidak-

selarasan interpretasi antara dua pucuk ke-

kuasaan kehakiman di Indonesia tersebut. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum 

hakim dalam memutus upah proses 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 

September 2011?  

2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksa-

naan “upah proses” pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/ 

PUU-IX/2011 tanggal 19 September 

2011? 

 

C. Pembahasan 

1. Pertimbangan Hukum Hakim Da-

lam Memutus Upah Proses Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi No-

mor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 

September 2011  

                                                           
1
 lihat artikel yang berjudul “Aturan Upah 

Proses PHK Bingungkan Hakim” dalam:  

http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 

13 Agustus 2013. 

Hasil penelitian ini didasarkan pa-

da data sekunder, yaitu Putusan Penga-

dilan Hubungan Industrial pada Penga-

dilan Negeri Palembang Klas IA Khusus 

Perkara Nomor : 03/Pdt.Sus-PHI/2017 

/PN.Plg tanggal 26 April 2017 juncto 

Putusan Mahkamah Agung RI Perkara 

Nomor : 157 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tang-

gal 14 Maret 2018 yang akan diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Para Pihak dalam Kasus  

Perkara Nomor: 03/Pdt.Sus-PHI/ 

2017/PN.Plg juncto Perkara Nomor: 

157 K/Pdt.Sus-PHI/2018 adalah Per-

kara Perselisihan Pemutusan Hubu-

ngan Kerja (PHK) antara : 

YULIA, Warga Negara Indone-

sia, Karyawan Swasta, bertempat ti-

nggal di Empelas, Kecamatan Muara 

Enim, Kabupaten Muara Enim, Pro-

vinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada ANDRI 

MEILANSYAH, SH, ANDRI DWI-

YAN CAHYADI, SH, FITRI ETHI-

KA MANDALIA, SH dan DODY 

SATRIADI, SH kesemuanya adalah 

Advokat dan Konsultan Hukum pada 

ANDRE MACAN & PARTNERS 

LAW FIRM, Attorney & Counselor 

at Law, yang beralamat di Jalan Ins-

pektur Marzuki Komp. Ruko 10 No. 

09 Pakjo Palembang, berdasarkan Su-

rat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 

2016 yang telah didaftarkan di Kepa-

niteraan Pengadilan Hubungan Indus-

trial pada Pengadilan Negeri Palem-

bang di bawah Register Nomor : 

4/SK/2017/PHI.PLG, tanggal 4 Janu-

ari 2017 selanjutnya disebut PENG-

GUGAT; 

Lawan 

 PT. COLUMBINDO PER-

DANA (COLUMBIA), Perseroan, 

berkedudukan: Kantor Pusat di 

Komp. Jembatan Lima Indah Blok 15 

A, Jalan K.H. Moh. Mansyur No. 23-

26 Jakarta, dengan Kantor Cabang di 

Jalan Jend. Sudirman Pasar II Muara 

Enim, Provinsi Sumatera Selatan, se-

http://www.hukumonline.com/
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lanjutnya disebut sebagai TERGU-

GAT 

2. Kronologi Kasus : 

Penggugat telah bekerja di PT. 

Columbindo Perdana (Columbia) pa-

da Kantor Cabang Muara Enim sejak 

tanggal 3 Mei 1993 dengan upah ter-

akhir sebesar Rp. 2.320.000,- (dua ju-

ta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

Dikarenakan kinerja Penggugat sa-

ngat baik dalam pekerjaannya, maka 

Penggugat seringkali mendapat pro-

gress plus penjualan yang selalu naik 

dari bulan kebulan, maka sejak tang-

gal 2 Maret 2015 Penggugat menda-

pat promosi jabatan sebagai Retail 

Head (PJS) di Kantor Cabang Muara 

Enim berdasarkan Surat Keputusan 

Nomor  SK/PROM/HRM/245/II/2015 

tanggal 27 Februari 2015. 

Suatu saat, sekitar bulan Agustus 

2015, Penggugat diajak Tergugat ma-

kan bersama di Rumah  Makan Saung 

Eva di Muara Enim yang kemudian 

pada saat itu tiba-tiba tanpa alasan 

yang jelas Tergugat menyampaikan 

kepada Tergugat bahwa untuk jabatan 

Retail Head di Kantor Cabang Muara 

Enim akan ditiadakan yang selanjut-

nya Tergugat menyampaikan akan 

men-demosi jabatan Penggugat yang 

tadinya sebagai Retail Head turun ke 

jabatan Supervisor Sales. Mendengar 

keterangan itu, maka Penggugat sa-

ngatlah berkeberatan dan tidak mene-

rima permintaan Tergugat dikarena-

kan tindakan yang dilakukan oleh 

Tergugat terkesan diskriminatif dan 

dipaksakan, padahal pada faktanya 

banyak posisi jabatan Retail Head la-

innya yang dibawah pimpinan Regio-

nal Manager SumselBabel yang ang-

kanya penjualannya tidak mencapai 

progress plus, namun tidak di-demosi 

jabatannya oleh Tergugat tetapi seba-

liknya Penggugat yang memiliki ki-

nerja baik dalam hal ini angka pen-

jualannya mencapai progress plus 

malah di-demosi ke jabatan Supervi-

sor Sales. dikarenakan alasan Penggu-

gat yang menolak dan merasa kebera-

tan tersebut, maka Tergugat mengu-

rungkan niatnya men-demosi jabatan 

Penggugat namun Tergugat memilih 

untuk memutasi Penggugat ke Pos 

Lahat dengan jabatan Kepala Cabang 

Pembantu (KCP) Lahat Cabang Mua-

ra Enim dan akhirnya Penggugat mau 

menerima jabatan tersebut. 

Sejak tanggal 15 Oktober 2015, 

Penggugat telah menjalankan kewaji-

bannya sebagai Kepala Cabang Pem-

bantu (KCP) Lahat Cabang Muara 

Enim berdasarkan Surat Keputusan 

Nomor SK/PROM/HRM/762/X/2015 

tertanggal 13 Oktober 2015 yang di-

tandatangani oleh General Manager 

Human Resources Management. Se-

telah 4 (empat) bulan bekerja sebagai 

Kepala Cabang Pembantu (KCP) La-

hat Cabang Muara Enim, Penggugat 

telah mampu menciptakan penjualan 

mencapai progress plus dengan angka 

penjualan dan collection yang tadinya 

sangat buruk kini mengalami perbai-

kan yang significant dengan data se-

tiap bulannya sebagai berikut : 

 Bulan September 2015  :  56,4 % 

 Bulan Oktober 2015 :  56,5 % 

 Bulan November 2015  :  69,9 % 

 Bulan Desember 2015  :  71,0 % 

Setelah Tergugat mengetahui ki-

nerja Penggugat sebagai Kepala Ca-

bang Pembantu Lahat Cabang Muara 

Enim telah dapat menciptakan penju-

alan yang mencapai progrees plus se-

hingga Kantor Cabang Pembantu La-

hat Cabang Muara Enim mengalami 

perbaikan yang sangat significant, 

maka tindakan yang dilakukan oleh 

Tergugat kepada Penggugat malah 

berbanding terbalik, secara sepihak 

dan tanpa alasan yang jelas Tergugat 

malah melayangkan surat kepada 

Penggugat, yakni Surat Keputusan 

Nomor : SK/DEM/HRM/019/I/2016 

tanggal 7 Januari 2016 yang me-

nyatakan bahwa Penggugat dicabut 
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jabatannya sebagai Kepala Cabang 

Pembantu (KCP) Lahat Cabang Mu-

ara Enim dan selanjutnya Penggugat 

diturunkan jabatannya menjadi Super-

visor Sales. 

Atas keputusan Tergugat secara 

sepihak dan tanpa alasan yang jelas 

tersebut, Penggugat merasa keberatan 

dan menolaknya dikarenakan Penggu-

gat tidak pernah melakukan kesalahan 

ataupun pelanggaran baik yang diatur 

dalam Peraturan Perusahaan (PP) at-

aupun peraturan lainnya, justru seba-

liknya selama Penggugat menjabat 

sebagai Kepala Cabang Pembantu 

(KCP) Lahat Cabang Muara Enim, 

Penggugat sudah dapat menciptakan 

penjualan yang mencapai progrees 

plus dan Kantor Cabang Pembantu 

Lahat Cabang Muara Enim telah me-

ngalami perbaikan dalam waktu 4 

(empat) bulan, dan bahkan Penggugat 

sudah menyampaikan laporan hasil 

penjualan yang meningkat dari bulan 

kebulan tersebut kepada Tergugat. 

Namun ternyata Tergugat tetap me-

maksakan kehendaknya untuk men-

demosi jabatan Penggugugat ke jaba-

tan Supervisor Sales dengan alasan 

bahwa data di Human Resources In-

formation System (HIRS) di perusa-

haan sudah memposisikan jabatan Pe-

nggugat sebagai Supervisor Sales. 

Bahwa apabila Penggugat mene-

rima jabatan Supervisor Sales tersebut 

maka akan berdampak selain penuru-

nan jabatan juga penurunan gaji yang 

diterima oleh Penggugat setiap bulan-

nya yang tadinya gaji Penggugat 

sebagai Kepala Cabang Pembantu 

(KCP) Lahat Cabang Muara Enim 

bisa mencapai ± Rp. 4.000.000,/bulan 

(empat juta rupiah perbulan) sedang-

kan pada jabatan sebagai Supervisor 

Sales maka Penggugat hanya mene-

rima gaji sebesar Rp. 1.000.000,-/ 

bulan (satu juta rupiah perbulan). 

Atas tindakan sepihak yang dila-

kukan oleh Tergugat kepada Penggu-

gat, maka Penggugat berkeinginan 

untuk dilakukan perundingan bipartite 

antara Penggugat dan Tergugat dika-

renakan Penggugat tetap beritikat 

baik untuk menyelesaikan perselisi-

han tersebut secara musyawarah dan 

kekeluargaan agar demosi terhadap 

diri Penggugat ditinjau kembali. Pe-

nggugat sudah berusaha berkomuni-

kasi dengan bagian Regional Mana-

ger Operational untuk menyampai-

kan hal tersebut, namun justru seba-

liknya oleh Tergugat malah mena-

warkan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) kepada Penggugat dengan 

memberikan uang pesangon berdasar-

kan masa kerja Penggugat yang telah 

bekerja selama 23 (dua puluh tiga) 

tahun lamanya, namun sebelum tawa-

ran itu disepakati akan disampaikan 

dahulu kepada Kantor Pusat di Ja-

karta. Ternyata beberapa hari kemu-

dian, bukannya Penggugat mendapat 

informasi tentang hak-hak yang dite-

rima oleh Penggugat apabila meneri-

ma PHK, malah Tergugat menyam-

paikan kepada Penggugat bahwa atas 

instruksi Assisten Manager People & 

Organization menyatakan bahwa Pe-

nggugat diminta untuk mengundurkan 

diri dari perusahaan milik Tergugat. 

Sudah barang tentu Penggugat 

menolak dan tidak menerima hasil ke-

putusan sepihak Tergugat yang me-

minta Penggugat untuk mengundur-

kan diri dari perusahaan milik Tergu-

gat tersebut, selanjutnya pada tanggal 

14 Januari 2016, Penggugat menyam-

paikan penolakan tersebut secara ter-

tulis kepada  Assisten Manager Peo-

ple & Organization yang isi suratnya 

menyatakan Penggugat keberatan dan 

menolak untuk mengundurkan diri 

dari PT. Columbindo Perdana (Co-

lumbia) seperti yang diminta oleh 

Tergugat dikarenakan apabila Peng-

gugat mengundurkan diri, maka Peng-

gugat akan kehilangan hak-haknya 

akibat dari pengunduran dirinya dan 
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juga Penggugat merasa Tergugat ti-

dak menghargai pengabdiannya yang 

telah bekerja selama 23 (dua puluh 

tiga) tahun lamanya untuk memaju-

kan usaha perusahaan milik Tergugat. 

Tidak hanya itu, Penggugat juga 

mengajukan surat permohonan secara 

tertulis kepada Tergugat melalui ba-

gian COO yang intinya Penggugat 

menolak untuk mengundurkan diri 

dan meminta penghargaan berupa 

hak-hak yang seharusnya Penggugat 

terima sesuai pengabdian Penggugat 

yang sudah bekerja selama 23 (dua 

puluh tiga) tahun lamanya di pe-

rusahaan milik Tergugat, namun hal 

tersebut tidak mendapat respon positif 

dari Tergugat. 

Dikarenakan Penggugat sudah 

berusaha semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan kepastian status Peng-

gugat di perusahaan milik Tergugat, 

namun tetap saja tidak ada itikat baik 

dari Tergugat untuk memberikan kea-

dilan bagi Penggugat, maka akhirnya 

pada tanggal 15 Januari 2016 Peng-

gugat resmi membuat pengaduan ter-

tulis ke Disnakertrans Kabupaten Mu-

ara Enim. 

Atas Pengaduan Penggugat terse-

but, maka diadakan mediasi antara 

Penggugat dan Tergugat yang dime-

diasi oleh Mediator Disnakertrans Ka-

bupaten Muara Enim, yaitu pada 

tanggal 26 Januari 2016 dan 2 Feb-

ruari 2016, namun belum tercapai ka-

ta sepakat sehingga mediasi ditunda 

sampai tanggal 15 Februari 2016. Be-

lum sampai tanggal 15 Februari 2016, 

tepatnya pada tanggal 10 Februari 

2016 ternyata Tergugat melakukan 

tindakan intimidasi dan mengancam 

Penggugat melalui telepon seluler 

yang mengatakan dan memaksa Pe-

nggugat untuk melaksanakan jabatan-

nya sebagai Supervisor Sales, dan 

apabila Penggugat tidak melaksana-

kannya, maka Penggugat dianggap 

membangkang atau tidak mau men-

jalankan tugas yang sudah ditetapkan 

oleh Tergugat, tidak hanya itu saja 

Tergugat juga mengancam akan me-

ngeluarkan Surat Peringatan dan men-

demosi Penggugat ke jabatan Sales, 

padahal perselisihan antara Penggugat 

dan Tergugat sedang dalam proses 

mediasi di Disnakertrans Kabupaten 

Muara Enim. 

Selanjutnya pada tanggal 15 Feb-

ruari 2016, dilaksanakan kembali me-

diasi yang ke 3 (tiga) yang dihadiri 

oleh Penggugat dan Tergugat, namun 

hasilnya antara Penggugat dan Ter-

gugat tetap pada pendirian masing-

masing sehingga mediasi tidak ter-

capai kata sepakat, sehingga pada 

tanggal 16 Juni 2016 Mediator Dis-

nakertrans Kabupaten Muara Enim 

mengeluarkan Anjuran Nomor : 560/ 

596/Nakertrans/6.3/2016 yang isi an-

jurannya adalah sebagai berikut : 

1) Agar PT. Columbindo Perdana 

memberikan pesangon atas pe-

ngakhiran hubungan kerja kepada 

Sdri. Yulia sesuai ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 169 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

a. Masa kerja : 23 tahun 1 bulan 

b. Upah/bulan : Rp.  2.320.000,00 

c. Pesangon 9 bulan x 2 x 

Rp.2.320.000,00 : 

Rp.41.760.000,00 

d. Uang Penghargaan Masa Kerja 

8 bulan x Rp.2.320.000,00 : 

Rp.18.560.000,00 

e. Uang Penggantian Hak 15% : 

Rp.  9.048.000,00 

Total : Rp.69.368.000,00 

2) Untuk meneliti, menghitung dan 

menetapkan kemungkinan ada ti-

daknya kekurangan pembayaran 

upah, iuran Jamsostek, upah lem-

bur agar para pihak menyerahkan 

datanya kepada Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Muara Enim; 
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3) Agar kedua belah pihak membe-

rikan jawaban atas Anjuran ini 

selambat-lambatnya dalam jangka 

waktu 10 (sepuluh) hari kerja se-

telah menerima surat anjuran ini. 

Bahwa ternyata Tergugat tidak 

mau melaksanakan Anjuran tersebut 

secara sukarela, maka selanjutnya 

Mediator mengeluarkan Risalah Pe-

nyelesaian Perselisihan Hubungan In-

dustrial yang menyimpulkan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat sudah 

dimediasi dan tidak tercapai kata se-

pakat dan bagi pihak yang dirugikan 

dapat mengajukan gugatan ke Penga-

dilan Hubungan Industrial pada Pe-

ngadilan Negeri Palembang Klas IA 

Khusus. 

Atas permasalahan tersebut di 

atas, akhirnya Penggugat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Hubungan In-

dustrial pada Pengadilan Negeri Pa-

lembang Klas IA Khusus yang ter-

daftar dalam Register Nomor : 

3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tanggal 4 

Januari 2017 yang gugatannya me-

nuntut Tergugat agar membayar hak-

hak Penggugat yang timbul akibat 

PHK sebagaimana dimaksud dalam 

Anjuran Disnakertrans Kabupaten 

Muara Enim dan juga menuntut diba-

yarkannya upah proses berdasarkan 

ketentuan pasal 155 ayat (2) dan (3) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi No-

mor : 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 

September 2011 yang dituangkan da-

lam petitum gugatannya sebagai beri-

kut : 

Dalam Provisi : 

1) Menyatakan perbuatan Tergugat 

yang secara nyata-nyata tidak  me-

laksanakan kewajiban membayar 

upah yang biasa diterima Penggu-

gat selama proses perselisihan ini 

adalah Perbuatan Melanggar Hu-

kum; 

2) Menghukum Tergugat untuk mem-

bayar tunai upah yang belum diba-

yar/ biasa diterima Penggugat sela-

ma proses perselisihan PHK ini se-

besar Rp. 17.648.000,00 (tujuh be-

las juta enam ratus empat puluh 

delapan ribu rupiah) paling lambat 

7 (tujuh) hari setelah dibacakannya 

putusan ini dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Upah belum dibayar: bulan Mei 

2016 s/d Desember 2016 = 8 

bulan 

b. Upah pokok : Rp.2.206.000,00 

(UMP Sumsel Tahun 2015) 

Jumlah : Rp. 17.648.000,00 

(terbilang: tujuh belas juta enam 

ratus empat puluh delapan ribu 

rupiah) 

3) Mewajibkan Tergugat untuk mem-

bayar upah kepada Penggugat seti-

ap bulannya terhitung sehak bulan 

Mei 2016 sampai dengan proses 

perselisihan PHK ini berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijs-

de) sebesar Rp. 2.206.000,00 (dua 

juta dua ratus enam ribu rupiah) 

setiap bulannya. 

Dalam Pokok Perkara: 

1) Menerima dan mengabulkan guga-

tan Penggugat untuk seluruhnya; 

2) Menyatakan perbuatan Tergugat ti-

dak membayar upah tepat pada 

waktu yang telah ditentukan sela-

ma 3 (tiga) bulan berturut-turut 

atau lebih kepada Penggugat ada-

lah perbuatan melanggar hukum; 

3) Menyatakan hubungan antara Pe-

nggugat dan Tergugat telah terjadi 

PHK sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 169 ayat (1) huruf (c) 

Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan; 

4) Menghukum dan memerintahkan 

kepada Tergugat untuk membayar 

hak-hak Penggugat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 
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2003 tentang Ketenagakerjaan se-

bagai berikut: 

a. Masa kerja : 23 tahun 11 bulan 

b. Upah/ bulan : Rp.2.320.000,- 

c. Pesangon 9 bulan x 2 x 

Rp.2.320.000,-  :                  

Rp. 41.760.000,- 

d. Uang Penghargaan masa kerja 8 

bulan x Rp. 2.320.000,- :  

Rp. 18.560.000,- 

e. Uang Penggantian Hak 15% : 

Rp.   9.048.000,- 

Total : Rp. 69.368.000,- 

5) Menghukum Tergugat untuk diba-

yarkannya upah selama proses per-

selisihan PHK ini berjalan sejak 

Bulan Mei 2016 sampai dengan 

Bulan Desember 2016 sebesar Rp. 

17.648.000,- (berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Se-

latan Nomor : 838/kpts/disnaker-

trans/2015 tanggal 24 November 

2015); 

6) Menghukum Tergugat untuk diba-

yarkannya upah selama proses per-

selisihan ini berjalan sejak Bulan 

Mei 2016 sampai dengan adanya 

putusan yang berkekuatan hukum 

tetap (inkracht van gewijsde) sebe-

sar Rp.2.206.000,- (dua juta dua 

ratus enam ribu rupiah) setiap bu-

lannya (berdasarkan Surat Keputu-

san Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor : 838/kpts/disnakertrans/ 

2015 tanggal 24 November 2015); 

7) Menghukum Tergugat untuk mem-

bayar uang paksa (dwangsom) se-

besar Rp.1.000.000,- (satu juta ru-

piah) perhari setiap kali keterlam-

batan ataupun kelalaian dalam me-

laksanakan Putusan perkara ini ter-

hitung sejak putusan dikeluarkan; 

8) Menyatakan putusan dalam perka-

ra ini dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu, walaupun ada upaya ban-

ding, kasasi maupun perlawanan 

tanpa tanggungan apapun; 

9) Menghukum Tergugat untuk tun-

duk dan patuh pada isi putusan ini 

dan; 

10) Menghukum Tergugat untuk mem-

bayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini, 

Apabila Majelis Hakim yang me-

meriksa perselisihan ini berpendapat la-

in, Penggugat mohon putusan dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan dan 

kepatutan dalam Hukum (ex aequo et 

bono). 

Das sollen Upah Proses terdapat 

didalam Pasal 155 (ayat 2) dan (3) Un-

dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi 

Ayat (2) “Selama putusan lembaga pe-

nyelesaian perselisihan hubungan indus-

trial belum ditetapkan, baik pengusaha 

maupun pekerja/ buruh harus tetap me-

laksanakan segala kewajibannya”, dan 

Ayat (3) “Pengusaha dapat melakukan 

penyimpangan terhadap ketentuan seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa 

tindakan skorsing kepada pekerja/buruh 

yang sedang dalam proses pemutusan 

hubungan kerja dengan tetap wajib 

membayar upah beserta dengan hak-hak 

lainnya yang biasa diterima pekerja/ bu-

ruh”. Dengan demikian selama putusan 

Pemutusan Hubungan Kerja belum ber-

kekuatan hukum tetap, pekerja/buruh 

dan pengusaha wajib melaksanakan se-

gala kewajibannya, atau pengusaha juga 

bisa melakukan skorsing kepada pekerja/ 

buruh. 

Kemudian terdapat juga dalam pu-

tusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 

37/PUU-IX/2011 Amar Putusan yang ke 

2 (dua) berbunyi, Frase “belum dite-

tapkan” dalam Pasal 155 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279) adalah 

bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sepanjang tidak dimaknai belum 
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berkekuatan hukum tetap, atau apabila 

diperjelas kalimatnya menjadi “Selama 

Putusan Pemutusan Hubungan Kerja be-

lum berkekuatan hukum tetap pekerja 

dan pengusaha wajib melaksanakan ke-

wajibannya. Kemudian das sein dalam 

putusan ini adalah, walaupun pekerja su-

dah di PHK oleh pengusaha, namun 

pekerja tidak dilarang oleh pengusaha 

untuk datang dan hadir serta mengisi 

daftar kehadiran (absen) diperusahaan 

tetapi pengusaha tidak memberikan upah 

maka tidak berlaku prinsip no work no 

pay sehingga kemudian pertimbangan 

hakim mengabulkan upah proses. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

hubungan kerja ada setelah pekerja/ bu-

ruh dan pengusaha/ pemberi kerja me-

ngikatkan diri dalam suatu perjanjian 

kerja. Pekerja merupakan bagian dari 

tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang te-

lah melakukan pekerjaan, baik bekerja 

untuk diri sendiri maupun bekerja dalam 

hubungan kerja atau dibawah perintah 

pemberi kerja dan atas jasanya dalam be-

kerja yang bersangkutan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

Sebelum Penulis menganalisis le-

bih jauh mengenai pelaksanaan upah 

proses yang harus dibayar  PT. Colum-

bindo Perdana (Columbia) kepada Yulia, 

ada baiknya dilihat kembali duduk per-

masalahan yang dibahas dalam tesis ini 

yaitu mengenai pertimbangan hukum 

Majelis Hakim tentang upah proses. 

Dalam menggunakan pendekatan 

kasus, yang perlu dipahami oleh Penulis 

adalah ratio decidendi, yaitu alasan-

alasan hukum yang dipakai oleh hakim 

untuk sampai pada putusannya. Menurut 

Goodheart, ratio decidendi dapat dikete-

mukan dengan memperhatikan fakta ma-

teriel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, 

tempat, waktu dan segala yang me-

nyertainya asalkan tidak terbukti sebalik-

nya. Perlu fakta materiel tersebut diper-

hatikan karena baik hakim maupun para 

pihak akan mencari aturan hukum yang 

tepat untuk dapat diterapkan kepada fak-

ta tersebut.
2

 Maka setelah dipaparkan 

mengenai fakta materiel, selanjutnya 

pembahasan berfokus kepada kewena-

ngan mengadili suatu pengadilan dalam 

mengadili perkara berdasar pada fakta-

fakta materielnya. 

Sebagaimana telah dinyatakan da-

lam kasus posisi sebelumnya, maka Pe-

nulis akan mengerucutkan lebih khusus 

kepada objek dan subjek dalam perkara 

yang sedang diteliti. Objek yang dimak-

sudkan ialah hal yang dipertentangkan 

atau yang menjadi isu hukum dalam per-

kara antara Yulia dengan PT. Columbin-

do Perdana (Columbia). Sementara sub-

jek yang dimaksud ialah para pihak da-

lam perkara tersebut. 

Jika membicarakan hubungan an-

tara Penggugat dan Tergugat adalah be-

rawal dari terjadinya perselisihan pemu-

tusan hubungan kerja antara Penggugat 

dengan Tergugat akibat dari tindakan 

penurunan jabatan yang dilakukan oleh 

Tergugat kepada Penggugat dan selama 

proses perselisihan terjadi Tergugat tidak 

lagi membayar upah yang biasa diterima 

oleh Penggugat setiap bulannya, untuk 

itu Penggugat mengajukan gugatan pe-

mutusan hubungan kerja terhadap Ter-

gugat berdasarkan ketentuan Pasal 169 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Ta-

hun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Sesuai dengan dalil gugatan Peng-

gugat yang menyatakan Penggugat be-

kerja pada Tergugat sejak 3 Mei 1993 

dengan upah terakhir sejumlah Rp. 

2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua 

puluh ribu rupiah) dan berdasarkan bukti 

P-5 berupa Surat Keputusan yang dike-

luarkan oleh Tergugat mengenai promosi 

jabatan, menunjukkan bahwa benar Pe-

nggugat adalah Karyawan dari Tergugat 

dengan status Karyawan Tetap. 

Selanjutnya Tergugat ada menge-

luarkan Surat Keputusan Nomor : SK/ 

                                                           
2
 Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian 

Hukum, Edisi Revisi, Cet 9, Kencana Prenadamedia, 

Jakarta, hlm. 158. 
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DEM/HRM/019/I/2016 tanggal 7 Januari 

2016 tentang Pencabutan Jabatan Karya-

wan Yulia sebagai KCP (PJS) Lahat Ca-

bang Muara Enim yang mana terhadap 

penurunan jabatan tersebut Penggugat 

mengajukan keberatan dan penolakan 

karena merasa tidak pernah melakukan 

kesalahan atau pelanggaran sebagaimana 

yang diatur dalam Peraturan Perusahaan 

(PP); 

Didapat fakta hukum bahwa hu-

bungan kerja antara Penggugat dengan 

Tergugat selama perselisihan, belum per-

nah dilakukan pengakhiran hubungan 

kerja oleh salah satu pihak baik oleh 

Penggugat maupun Tergugat, walaupun 

Tergugat sudah tidak lagi membayar 

upah kepada Penggugat sehingga ber-

dasarkan dalil-dalil Penggugat dan Bukti 

P-11 berupa rekening Bank Mandiri atas 

nama Penggugat, menunjukkan bahwa 

terdapat upah Penggugat yang belum 

dibayar oleh Tergugat sejak bulan Mei 

2016 sampai dengan gugatan perkara a 

quo diajukan ke Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Pa-

lembang atau selama 12 (dua belas) 

bulan sebagaimana dimaksud ketentuan 

Pasal 169 ayat (1) huruf c yang me-

nyatakan Pekerja/buruh dapat mengaju-

kan permohonan pemutusan hubungan 

kerja kepada lembaga penyelesaian per-

selisihan hubungan industrial dalam hal 

pengusaha melakukan perbuatan sebagai 

berikut : tidak membayar upah tepat 

pada waktu yang telah ditentukan selama 

3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hu-

kum dan ketentuan tersebut di atas, maka 

Penulis sependapat dengan pertimbangan 

hukum Majelis Hakim yang menyimpul-

kan karena hubungan kerja antara Pe-

nggugat dengan Tergugat sudah tidak 

mungkin dipertahankan lagi dengan ala-

san pengajuan pemutusan hubungan ker-

ja yang dilakukan oleh Penggugat telah 

memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

diatur Pasal 169 ayat (1) huruf c Un-

dang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, untuk itu hu-

bungan kerja antara Penggugat dengan 

Tergugat dinyatakan berakhir sejak pu-

tusan dibacakan oleh Majelis Hakim, 

dan selanjutnya Majelis Hakim menga-

bulkan hak-hak Penggugat berdasarkan 

ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dengan perhitungan se-

bagai berikut: 

1) Tanggal masuk kerja : 3 Mei 1993 

2) PHK : 26 April 2017 

3) Masa Kerja : 3 tahun 11 bulan 

4) Gaji/upah terakhir : Rp.2.320.000,00 

5) Perhitungan kompensasi PHK : 

a. Uang Pesangon 9 x 2 x 

Rp.2.320.000,00 =  

Rp.41.760.000,00 

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x 

1 x Rp.2.320.000,00  = 

Rp.18.560.000,00 

Sub Total = Rp.60.320.000,00 

c. Uang Penggantian Hak 15% x 

Rp.60.320.000,00 =  

d. Rp.9.048.000,00 

 Total = Rp.69.368.000,00 (enam 

puluh sembilan juta tiga ratus en-

am puluh delapan ribu rupiah) 

Tidak hanya itu, tentang tuntutan 

Penggugat mengenai upah selama proses 

penyelesaian perselisihan menurut Maje-

lis Hakim telah beralasan hukum dan 

haruslah juga dikabulkan dengan perhi-

tungan sebagai berikut : 

 12 bulan (Mei 2016 sampai dengan 

April 2017) x Upah perbulan 

 12 x Rp.2.320.000,00 =  

Rp.27.840.000,00 (dua puluh tujuh 

juta delapan ratus empat puluh ribu 

rupiah) 

Ternyata Putusan Mahkamah Ko-

nstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 

19 September 2011 menjadi rujukan Ha-

kim Pengadilan Hubungan Industrial pa-

da Pengadilan Negeri Palembang Klas 

IA Khusus dalam perkara Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 3/Pdt. 

Sus-PHI/2017/PN.Plg pada tanggal 26 

April 2017 untuk memutus dan meng-
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hukum Pengusaha membayar upah se-

lama proses penyelesaian perselisihan 

kepada  pekerja selama 12 (dua belas) 

bulan, hal ini dapat dilihat dari amar pu-

tusannya sebagai berikut : 

MENGADILI 

DALAM PROVISI : 

Menolak tuntutan Provisi Penggugat un-

tuk seluruhnya; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat un-

tuk sebagian; 

2. Menyatakan Hubungan Kerja antara 

Penggugat dengan Tergugat putus dan 

berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 

169 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kete-

nagakerjaan; 

3. Menyatakan pemutusan hubungan 

kerja terhadap Penggugat berlaku se-

jak putusan ini dibacakan; 

4. Menghukum Tergugat untuk memba-

yar kompensasi pemutusan hubungan 

kerja kepada Penggugat sejumlah Rp. 

69.368.000,00 (enam puluh sembilan 

juta tiga ratus enam puluh delapan ri-

bu rupiah), dengan perhitungan seba-

gai berikut: 

a) Uang Pesangon: Rp.41.760.000,00 

b) Uang Penghargaan Masa Kerja : 

Rp.18.560.000,00 

c) Uang Penggantian Hak :  

Rp.9.048.000,00 

Total : Rp.69.368.000,00 (enam 

puluh sembilan juta tiga ratus en-

am puluh delapan ribu rupiah) 

5. Menghukum Tergugat membayar up-

ah selama proses penyelesaian perse-

lisihan antara Penggugat dengan Ter-

gugat sejumlah Rp.27.840.000,00 

(dua puluh tujuh juta delapan ratus 

empat puluh ribu rupiah) 

6. Menolak gugatan Penggugat untuk 

selebihnya 

7. Membebankan biaya yang timbul da-

lam perkara a quo kepada Negara se-

jumlah Rp.291.000,00 (dua ratus 

sembilan puluh satu ribu rupiah)
3
 

Atas Putusan Perkara Nomor : 3/ 

Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg yang dibaca-

kan pada tanggal 26 Apri 2017 tersebut, 

ternyata Tergugat keberatan dan menga-

jukan upaya hukum Kasasi ke Mahka-

mah Agung melalui Kepaniteraan Peng-

adilan Hubungan Industrial pada Peng-

adilan Negeri Palembang Klas IA Khu-

sus yang mana Permohonan Kasasi ter-

sebut diajukan pada tanggal 21 Juni 

2017 sebagaimana ternyata dari Akta 

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 

26/Kas/2017/PHI.Plg juncto Nomor : 

3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Hubungan In-

dustrial pada Pengadilan Negeri Palem-

bang Klas IA Khusus. 

Setelah berkas perkara kasasi ter-

sebut diperiksa oleh Hakim Agung ting-

kat kasasi, maka dalam putusannya pada 

tanggal 14 Maret 2018 terdapat pertim-

bangan hukumnya, Mahkamah Agung 

berpendapat : “Bahwa alasan-alasan ka-

sasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti 

telah benar menerapkan ketentuan Pasal 

169 ayat (1) huruf (c) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti 

tidak membayar upah 3 (tiga) bulan ber-

turut-turut atau lebih karena Tergugat 

melakukan tindakan demosi yang tidak 

berdasar yakni tanpa adanya kesalahan 

Penggugat sebagaimana telah dipertim-

bangkan oleh Judex Facti.” 

“Bahwa namun demikian upah 

proses beralasan diperbaiki karena sesuai 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI up-

ah proses paling banyak 6 (enam) bulan 

sehingga upah proses menjadi 6 x Rp. 

2.320.000,00 = Rp. 13.920.000,00 (tiga 

belas juta sembilan ratus dua puluh ribu 

rupiah)”; 

Sehingga Mahkamah Agung ber-

pendapat bahwa amar putusan Judex 

Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial 

pada Pengadilan Negeri Palembang ter-
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 Lihat Putusan Perkara PHK Nomor : 

3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tanggal 26 April 2017. 
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sebut harus diperbaiki sepanjang menge-

nai upah proses yang amarnya akan dise-

but di bawah nanti dan berdasarkan per-

timbangan di atas, ternyata bahwa putu-

san Judex Facti/ Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Pa-

lembang dalam perkara ini tidak berten-

tangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, maka permohonan kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. CO-

LOMBINDO PERDANA (COLUM-

BIA) tersebut harus ditolak, dengan per-

baikan sepanjang upah proses, yang se-

lanjutnya Mahkamah Agung dalam Per-

kara Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2018 

tanggal 14 Maret 2018 memutus dengan 

amar sebagai berikut: 

MENGADILI 

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pe-

mohon Kasasi PT. COLOMBINDO 

PERDANA (COLUMBIA) tersebut; 

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadi-

lan Hubungan Industrial pada Penga-

dilan Negeri Palembang Nomor :   

3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tanggal 

26 April 2017 sekedar mengenai upah 

proses sehingga amar selengkapnya 

sebagai berikut : 

DALAM PROVISI : 

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat 

untuk seluruhnya; 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat un-

tuk sebagian; 

2. Menyatakan Hubungan Kerja antara 

Penggugat dengan Tergugat putus dan 

berakhir berdasarkan ketentuan Pasal 

169 ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kete-

nagakerjaan; 

3. Menyatakan pemutusan hubungan 

kerja terhadap Penggugat berlaku se-

jak putusan ini dibacakan; 

4. Menghukum Tergugat untuk mem-

bayar kompensasi pemutusan hubu-

ngan kerja kepada Penggugat sejum-

lah Rp.69.368.000,00 (enam puluh 

sembilan juta tiga ratus enam puluh 

delapan ribu rupiah), dengan perhitu-

ngan sebagai berikut: 

a. Uang Pesangon :  

Rp.41.760.000,00 

b. Uang Penghargaan Masa Kerja : 

Rp.18.560.000,00 

c. Uang Penggantian Hak :  

Rp.9.048.000,00 

Total : Rp.69.368.000,00 (enam 

puluh sembilan juta tiga ratus en-

am puluh delapan ribu rupiah). 

5. Menghukum Tergugat membayar up-

ah selama proses penyelesaian perse-

lisihan antara Penggugat dengan Ter-

gugat sejumlah Rp.13.920.000,00 (ti-

ga belas juta sembilan ratus dua puluh 

ribu rupiah) 

6. Menolak gugatan Penggugat untuk 

selebihnya 

7. Membebankan biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ini kepada negara
4
 

 

2. Akibat Hukum Pelaksanaan Upah 

Proses Pasca Putusan Mahkamah Ko-

nstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Tang-

gal 19 September 2011 
Pada umumnya pekerja yang me-

lakukan perselisihan Pemutusan Hubu-

ngan Kerja (PHK) banyak yang merasa 

tidak puas dengan putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial sehingga mengaju-

kan upaya hukum kasasi. Sementa-

ra  perkara pemutusan hubungan kerja 

(PHK) di tingkat kasasi akan memakan 

waktu rata-rata sekitar 1,5 s/d 2 tahun, 

terhitung sejak proses permohonan kasa-

si sampai dengan diterimanya pemberi-

tahuan putusan dari Pengadilan Hubu-

ngan Industrial. Padahal menurut keten-

tuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Per-

selisihan Hubungan Industrial, Mahka-

mah Agung sudah harus menyelesaikan 

atau memutus perkara perselisihan pe-

mutusan hubungan kerja dalam waktu 30 

hari kerja. 
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 Lihat Putusan Perkara PHK Nomor: 157 
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Dengan adanya putusan Mahka-

mah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 

tanggal 19 September 2011, maka Mah-

kamah Agung harus dapat segera mem-

perbaiki sistem administrasinya sehingga 

perkara perselisihan pemutusan hubung-

an kerja pada tingkat kasasi dapat segera 

diputus. 

Dengan kondisi administrasi Mah-

kamah Agung saat ini, maka putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-

IX/2011 tanggal 19 September 2011 

menjadi tidak adil bagi pengusaha ka-

rena akan menimbulkan beberapa per-

masalahan atau pertanyaan, sebagai be-

rikut : 

1. Bagaimana dengan karyawan yang te-

lah bekerja ditempat lain sebelum pu-

tusan berkekuatan hukum tetap, apa-

kah masih berhak menerima upah 

proses atau upah selama skorsing? 

2. Bagaimana menghitung pesangon, pe-

nghargaan masa kerja dan penggan-

tian hak? Apakah mengikuti masa 

kerja sampai dengan putusan berke-

kuatan hukum tetap? 

3. Bagaimana apabila upaya hukum ka-

sasi digunakan sebagai akal-akalan 

oleh karyawan supaya tetap menerima 

upah tanpa perlu bekerja? 

4. Bagaimana perhitungan masa kerja 

karyawan kontrak yang menurut per-

janjian kerja waktu tertentu seharus-

nya telah berakhir, apakah tetap ber-

jalan masa kerjanya sampai putusan 

berkekuatan hukum tetap? 

5. Bagaimana apabila karyawan pada 

saat menunggu putusan berkekuatan 

hukum tetap telah bekerja di tempat 

lain, kemudian membuat masalah ba-

ru supaya diproses PHK ditempat 

yang baru dan memperoleh upah pro-

ses seperti diperusahaan sebelumnya 

sampai putusan mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap?
5
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 Willy Farianto, Problem Hukum Upah 

Proses Pasca Putusan MK, dalam hukumonline.com 

diakses pada tanggal 7 Maret 2019. 

Banyak pertanyaan yang muncul 

akibat putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 

September 2011 yang menjadi tugas pe-

merintah untuk memberikan jawaban 

atas berbagai permasalahan yang akan 

timbul akibat Putusan Mahkamah Kons-

titusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 

19 September 2011, tentang Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap UUD 1945. 

Dari sudut kepatuhan hukum, se-

benarnya tidak ada alasan untuk mem-

bangkang atas putusan Mahkamah Kons-

titusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 

19 September 2011. Keluhan pengusaha 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 

September 2011 bisa dimaklumi bila me-

nggunakan pendekatan matematis. Putu-

san Mahkamah Konstitusi Nomor :  

37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 

2011 itu memastikan tambahan beban 

keuangan bagi perusahaan terutama bila 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) yang menyimpang dengan hu-

kum. Bila dalam praktik peradilan ter-

dapat sikap yang berbeda dari para ha-

kim dalam memutus upah proses, kini 

perbedaan itu telah berakhir. Bila semua 

pihak menghormati putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 ta-

nggal 19 September 2011, putusan itu 

akan menjadi landasan hakim untuk 

seragam menghukum pengusaha mem-

bayar upah proses Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) sampai putusan berkekua-

tan hukum tetap. Bahan ajar lain dari 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 

2011 itu adalah mengingatkan  hakim 

untuk tidak memutus upah proses Pemu-

tusan Hubungan Kerja (PHK) paling la-

ma 6 (enam) bulan dengan merujuk pada 

Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 

tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan 

Penetapan Uang Pesangon, Uang Peng-
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hargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian 

di Perusahaan.
6
. 

 

D. Kesimpulan 

1. Merujuk pada pertimbangan hukum 

Hakim Mahkamah Agung pada Ting-

kat Kasasi pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 

dalam Perkara Nomor 157 K/Pdt.Sus-

PHI/2018 tanggal 14 Maret 2018 

yang memutus upah proses paling 

banyak 6 (enam) bulan sesuai Yuris-

prudensi Mahkamah Agung RI adalah 

berkiblat kepada Kepmenaker Nomor 

150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Pe-

netapan Uang Pesangon, Uang Peng-

hargaan Masa Kerja dan Ganti Ke-

rugian di Perusahaan. Mahkamah Ag-

ung berpandangan Kepmenakertrans 

Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pe-

nyelesaian Pemutusan Hubungan Ker-

ja dan Penetapan Uang Pesangon, 

Uang Penghargaan Masa Kerja dan 

Ganti Kerugian di Perusahaan masih 

berlaku dan belum dicabut berdasar-

kan pada Pasal 191 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kete-

nagakerjaan yang mengatur: “Semua 

peraturan pelaksanaan yang menga-

tur ketenagakerjaan tetap berlaku se-

panjang tidak bertentangan dan/atau 

belum diganti dengan peraturan yang 

baru berdasarkan Undang undang 

ini”.  Dengan demikian walaupun Pu-

tusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

37/PUU-IX/2011 memutus upah pro-

ses sampai dengan berkekuatan hu-

kum tetap, namun Kepmenaker No-

mor 150 Tahun 2000 tentang Penyele-

saian Pemutusan Hubungan Kerja dan 

Penetapan Uang Pesangon, Uang Pe-

nghargaan Masa Kerja dan Ganti Ke-

rugian di Perusahaan oleh Mahkamah 
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 Wawancara dengan Advokat Andri 

Meilansyah, SH (Kuasa Hukum Penggugat/ Termo-

hon Kasasi dalam Perkara No. 157 K/Pdt.Sus-PHI/ 

2018 jo No. 03/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg) pada 

tanggal  11 Maret 2019 

Agung menjadi landasan Yuridis ya-

ng benar untuk menyatakan upah 

proses perselisihan pemutusan hubu-

ngan kerja paling lama 6 (enam) bu-

lan. 

2. Akibat hukum pelaksanaan upah pro-

ses pasca putusan Mahkamah Kontis-

tusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dirasa-

kan tidak adil bagi pengusaha. Dari 

sudut kepatuhan hukum, sebenarnya 

tidak ada alasan untuk membangkang 

atas putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 

September 2011. Keluhan pengusaha 

terhadap putusan Mahkamah Konsti-

tusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 

19 September 2011 bisa dimaklumi 

bila menggunakan pendekatan mate-

matis. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 

September 2011 itu memastikan tam-

bahan beban keuangan bagi perusa-

haan terutama bila melakukan Pemu-

tusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

menyimpang dengan hukum. Bila da-

lam praktik peradilan terdapat sikap 

yang berbeda dari para hakim dalam 

memutus upah proses, kini perbedaan 

itu telah berakhir apabila semua pihak 

menghormati putusan Mahkamah Ko-

nstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 ta-

nggal 19 September 2011, putusan itu 

akan menjadi landasan hakim untuk 

seragam menghukum pengusaha me-

mbayar upah proses Pemutusan Hu-

bungan Kerja (PHK) sampai putusan 

berkekuatan hukum tetap.  

 

E. Saran-saran 

1. Menanggapi putusan Mahkamah Ko-

nstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 ta-

nggal 19 September 2011 tersebut se-

baiknya organisasi-organisasi pengu-

saha segera meminta petunjuk kepada 

Kementerian Tenagakerja terkait de-

ngan berbagai permasalahan yang ak-

an timbul. Petunjuk pemerintah terse-

but akan sangat efektif apabila di-

lahirkan dalam bentuk peraturan atau 
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regulasi meskipun tingkatannya di 

bawah undang-undang namun seti-

daknya akan memberikan jawaban 

apabila muncul permasalahan. 

2. Secara kasuistis, hendaknya hakim 

dalam memutus upah proses bisa 

menggunakan pendekatan rasa keadi-

lan. Kebolehan itu terutama bila gu-

gatan perselisihan PHK itu diajukan 

oleh pengusaha disertai dengan alasan 

PHK yang sesuai dengan hukum. Se-

baliknya, bila PHK dilakukan me-

nyimpang dari hukum dan pengusaha 

tidak memperlihatkan keinginan un-

tuk menyelesaikan perselisihan PHK 

sesuai hukum positif, maka sesuai 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

37/PUU-IX/2011 tanggal 19 Septem-

ber 2011 yang menguji tentang Pasal 

155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan batas pembayaran upah proses 

seutuhnya merujuk pada Pasal 155 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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